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1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia. Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-UndangNomor 10 Tahun2004 t.entangPembentukanPeraturan
Perundang-Undangan(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2004
Nemor53,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNemor4389);

a. bahwa sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD)ProvinsiSumatera SelatanTahun 2008-
2013, maka Pemerintah Provinsi Sumatera .Selatan menyusun
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2012 sebagai
rencana pembanglJnan tahunan daerah yimg' mengacu kepada
RencanaKerja Pemerintah (RKP)Tahun 2012;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 129 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan PemerintahNomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan,Pengendaliandan Evaluasi PelaksanaanRencana
Pembangunan Daerah dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Menteri
Dalam Negerl Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan
Keuangan Daerah, Rencana Kerja Pernerlntah Daerah (RKPD)
Provinsi ditetapkan dengan PeraturanGubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu rnenetapkanPeraturan Gubernur tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera
SelatanTahun 2012.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

RENCANA KERJA PEMERINTAH.OAERAH (RKPD)
PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN 2012

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 13 TAHUN 2011

TENTANG

GUBE~NUR SUMATERA SELATAN

"

Mengingat

Menimbang
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4. undang-Undang Nornor' 25 Tahun 2004 tentang Sistem
PerencanaanPembanqunanNasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
'dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan anfara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lerhbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Peraturan PemerintahNomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
,KeuanganDaerah(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun 2005
, ' Nomor140,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4578);

8, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendallan dan Evaluasl Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penqelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah denqan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
,2007 tentang PedomanPengelolaanKeuangan Daerah;

10. Peraturan Menterl Delarn Negerl Nomor 54 Tahun 2010 tentang
PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara
Republlk Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

11, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun
2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD)ProvinsiSumatera Selatan 2005-2025 (Lembaran Daerah
Tahun 2007 Nomor 17Seri' E); "

12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun
2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Perencanaan,
Penganggaran, dan EvaluasiPelaksanaanRencanaPembangunan
Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun
2009 Nomor 5 Seri E);

13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan 2008-2013 (Lembaran
DaerahTahun 2009 Nornor6 Seri E).
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lsi beserta uraian naskah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Gub,ernur ini.

Pasal 3

, .
e. BABV RENCANAPROGRAMDANKEGIATANPRIORITASDAERAH

PROVINSISUM.A;TERASELATANTAHUN2012
f. BABVI PENUTUP

a. BAS I
b. BAB II

PENDAHULUAN
EVALUASIHASILPELAKSANAANRKPDTAHUN2010 DAN
CAPAIANKINERJAPENYELENGGARAANPEMERINTAHAN

c. BAB III RANCANGANKERANGKAEKONOMI DAERAHDAN
KEBIJAKANKEUANGANDAERAH

d. BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN,PEMBANGUNANDAERAH
PROVINSISUMATERASELATANTAHUN 2012

Pasal2

Naskah Rencana Ker.j~ Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam Pasal
·1 ayat (1) disusun derigan sistematika sebaqal berikut :

(2) Rencana Kerja PernerintahDaerah (RKPD) sebagaimana dimaksud
, ' pada ayat (1) disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan dalam
pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Provinsi
Sumatera Selatan sekaligus dijadikan tolok ukur terhadap kinerja
PemerintahProvlnsiSumateraSelatanTahun 2012.

(1) Menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2012.

Pasal 1

PERATURANGUBERNURTENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH(RKPD)PROVINSISUMATERASELATANTAHUN2012.

MEMUTUSKAN:
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BERITADAERAHPROVINSISUMATERASELATAN
'5 E:TAHUN2011 NOMOR......SERI...,

\

YU5RI EFFENDI

(

5E RETARI5 DAERAH
PROVI 51 5UMATERA 5ELATAN,

Diundangkan di Palembang
pada tanggal .t7 Junf 2011

-NOERDIN

r

Ditetapkan dl Palembang
pada tanggal 15 Juni 2011

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur 'ini':denganpenempatannya dalam Berlta Daerah
Prbvinsi Sumatera Selatan..

. ,..

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Pasal5

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), agar mempedomani
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) inl dan berkewajiban
melaksanakan programjkegiatan berdasarkan urusan masing-masing
SKPDserta melakukan penyesualan/review terhadap RencanaKerja. , .
Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) masing-masing. , '

berdasarkan program/kegiatan dan pagu Indikatif yang terdapat
dalam RKPDProvinsiSumatera SelatanTahun 2012,

Pasal4
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GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 
 

dto. 
 

H. ALEX NOERDIN 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
SUMATERA SELATAN, 

 
dto. 

 
YUSRI EFFENDI 


